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Cita-cita luhur bmgsa Indonesia untuk 
menjadi bangsa yang maju dan mmdiri serta 
masyarakat adil dan m h r  ditargetkm oleh 

Orde Banr dapat tercapai pa& 

msmon)melan sia, target pen~paian 
cita-cita tersebut s an realistis, mengingat 

orekonomimakro seperti GNPper 

V (1994/1995) menmjukkm bahvva Indonesia 
a lepas I d a s  (tab offpe- 

yang mdai bergejolshk 
ai saat iin belum. 

alar kepadakis sosial 
telah membuat perekonofian Indonesia te 
Kondisi ini menj adi semakin komgle 
m sehubungan dengan fenomem gl 

* dan era perdagangan bebas yang menjadi ciri 
dominan m i l e ~ m - 3 .  Pada era globalismi dm 
perdagmgm bebas, hanya bangsa yang dapat 
memproduksi barang dan jasa berdaya saing 

lab yang &pat survive serta menjadi maju dan 

u, bangsa Indonesia harus 
mal dan bersungm-sun@ 

untuksegemkeluar darikrisis multidimemional. Dari 
perspekiif ekonorni, krisis ini dapat diatasi dengan 
menghidupkan kembali dan menge 
berbagai sekior riil yang dapat menghasi 
dan jasa dengan daya saing tinggi. Sektor- 
riil y~pat.mgpotewial &pat membantu 
masalah krisis ekonomi adalah sektor-sektor 
pernbangunan yang terdapat di wilayah pesisir dm 
lautan, yaitu: perikanan, kehutanan, pertmian, 
gariwisata, bangan dan energi, perhubungan, 
industri maritim, dan jasa-jasa lingkungan. Hal ini 
berdmarkan pada potensi penawaran (supply ca- 

bal. 
Dengan d e m g m  addah sangat wajar, jh 

seba@an besar m a s y d a t  bangsa ini berharap 
besar kepada Departemen Eksplorasi Laut d m  
Perikanm mtuk dapat mendayagunakan potensi 

kesejahteraan masy 
lapangan peke jaan, danpehgkatm 

Agar harapan masyarakat tersebut dapat 
terpenuhji dengan baik, maka pengelolaan vrii;layah 
pesisir ternas& pmhi d m  pulau-pulau keeil 
menjdi sangat pntiing h strategis h e m  empat 
dman pkok. 

Pertama adalah bahwa wilayah pesisir 

gi. Permran peslslr 
(coastal waters) daerah tropis, seperti hdonesiq 
mendapatkan mas&an mur hara (nutrients) dari 
daratan melalui aliran air sungai dan aliran air 

(moflketikahdanse&s 

proses fotosintesa terjadi sepanj 
Karena itu, ekosistem palhg produktif di dunia, 

e, padang l m m  (seagrass beds), 
turnbuh dm berkembmg di 

sistem-ekosistem ini menjadi 
mninggrounds) dan tempat 

asuhan (nursely grounds) bagi kebanyakan biota 
laut tropis, seperti ikan, udang, kepiting, d m  
moluska. Selain berbagai jenis ekosistem tersebut, 
perairan pesisir daerah tropis juga 
produser primer 1 
cro algae) dan rumput laut (macro algae = 
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seaweeds). Oleh karena produser primer 
chi o r g ~ s m e  @iota) 
lankton  hew^) d m  

berbagai jenis ikan, rnaka vvajar jika sekitar 85% 
hasil tangkapm &an di dunia 

% dari biota hut tropis 
aupya bergmtung 

pada ekosistern wilayah pesisir (Poerwito d m  
,1979; Benvick, 1982; Tumer, 1985; dan 
1992). Dengan demikian, apabila kita 

ingin mendukzrng klestarian (sustainabili fyl  dan 
produktivitas usaha perikanan, baik 
penanghpan maupun budidaya, maka kita h a m  
memelihara daya dukung dun kualitas 
lingktlngan wilayahpesisir. 

Leb& chi itu, h a t a n  pesisir (coast& landr) 
yang land& seperti Pant& Timur Surnaterq Panbi 
Utara Jawa, d m  Pantai Barat Sulawesi Selatan 

subur. Oleh karena itu, daerah-daerah tersebut 
an ymg produktif qumbmg 

Kedua, dayah p i s i r  bmyak m 
d a d  yang indah dan nyman untuk rekreasi dm 
p~vvisata, seperti pantai berpasir pu&, 
hang ,  Iokasi selancar, dm goa-goa. Semen- itu, 

di wilayah ini (World Bank, 1994; C i c i n - S ~  sand 
Knecht, 1998). 

Ketiga, karena kepadatan pendud& dan 
g tinggi di dayah pisir, 

da umun1tlya mengalmi 
tekanan lingkungan (environmental stresse 
tinggi pula. Selain damp& lingkungan yang 
dari kegiatm-kegiatan pembangunan di wilaya3.1 
pesisir, vvilayah ini juga menerima damp 
dari berbagai kegiatan manusia di lah 
land areas), terutama bempa bahan pencemar dan 
sedimen dari erosi tanah. 

Keempat, wilayah pesisir, khmwnyape 
pesisir, biasanya merupakan sumberdaya milk 
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bersarna (common property resources), s e b g g a  
Waku ~jirn open access. 
memanfaatkan wilaya 
kepentingm. Pada rejim open access ini, setiap 

(tragedy offhe common) mardin, 1963). 

pesisir s e c m  optimal berkesinmbmgm hanya 

berkelanjutan (sustainable development prin- 
ciples), dm pendekatsfn pemban seeara hati- 
hati (pYecautionary approach). 

Kerangk Pendebtan 

Pesisir, Pant& dan Mau-Pulau Kecil, Departemen 
Eksplorasi Laut d m  Perikman, diarahkm mtuk 
mencapi Wjuarm d m  sasaran, sebagai berikut : (1) 
secara ekonomi, pernbmpan pesisir, panhi dm 

temtarna masyarakat miskin, (3) secara ekologis, 
terpeliharanya kelestarian smberdaya d m  daya 
dukung lingkungm, (4) seeara politik, mampu 
menciptakan Mirn yang kondwif bagi pengelolaan 
sumberdaya pesisir, pantai dan pulau-pulau 
secara berkelmjum d m  bagi penguatan kes 
dm bmgsa. 

m&a visi d m  misi, kebijakan, serta program d m  
kegiatan hams didasarkan pada faktor-faktor 
sebagai berikut (Cmbar 1 ): 
1) Kondisi pesisir, pantai dan pdau-pulau kecil smt 

pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil. 
2) Kendala dan pernasalahan yang meliputi aspek 

finansial, SDM, 
eksploitasi dan de 
dan p e n t a w  terhadap 
masyarakat psisir. 

3) Tantangan dan peluang pernbangunan pesisir, 
pantai d m  pulau-pulau kecil, baik pada level 
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nasional maupun internasional seperti era 

KONDIS 
I"ENGI%L 
PESIISW DAN PZTEAU-PnAU KECIL 

sasaran 
o Ekonorni 

Sosial 
6 Ekologis 
a Politik 

Gambar 1. Kerangka Pendekatan Sistem Penyusunan Rencana induk Ditjen Pesisir, Pantai 
dan Pulau-pulau Kecil 

pulau-pulau k d  yang re1 
boleh dikatakm bahwa sejak kemerdekm Indo- 
nesiap&tah.un 1945, potensi yang besar hi belum. 
dimanfaah d e w  optimal, malahan seolah-olah 
potensi yang a& ini Gtinggalkan. Akibahya 

an pesisir, pantai dm pdau 
ggal dibandingkm dengm pernban 

daratan d m  p d a u - p h  besar (main ishds), ktapi 
juga ekosistetn pesisir, pantai dm pulau-pulau kecil 
serta potemi surnberdaya dam yang damdunpya 
mdai mufa Apymgterjd 
ini disebabkan k m a  selama Orde B m  orientasi 

an ekonomi adalah pembangunan di 
m-pulau besar. Pada saat itu, laut hanya 

mempakan buangan limbah dari berbagai kegiatan 
di darat; dan wahana eksploitasi sumberdaya dam, 
utamanya ikan kurang ~nempedulikan aspek 
kelestarimya. 

Sebelum pemerintahan yang baru dengan 
Kabinet Persatuan Nasional terbentuk, strategi 

dalam GBMN dan se 
Repelita. B& pada GBKN maupun dalm Repelita 
ymg setemnya &j abarkan ddam 

tersebut berarti bahwa ofientasi 
ti& saja ke darat (fenesterial or&- 

ine orientatr'on) s 

ulllmpadaGBmini 
n dan dioptimalkan 

pemanfaatan dan pengelolm smberdaya lseut, 

panhi dm pulau-pdau kecil mencakup berbagai 
sektor pembangunan. Selain 
fisik yaitu &am 

gdanswnberdaya,pemban 
rnencakup ekonorni, politik, 
merupakan aspek penting yang patut diperhatikan. 
Adalah tidak benar bila pembmgunan hanya 
dititikberatkm pada aspek-aspek bio-teknis dan 
melupakan aspek ekonomi, politik, sosial 
budaya. Kesehbangan antara kedua aspek ini 
menjamin keberlanjutan dan kernanfaatan 
pembmgunan pesisir, pmtai dan pdau-pdau kecil 
bagi kesejahterm masyarakat. Berikut ini adalab. 
uraian singkat kondisi d m  keragaan pengelolam 
ekosistem pesisir, pantai dm pdau-pulau kecil. 
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Aspek Biofisik p a n d  lebih mengarah pada penggunaan b m g ,  
Wilayah pesisir (coastal zone) s 

(scientz?~) &defisikan sebagai vvil 
antara daratan dan lautan; batas ke 
meneakup kawasan ymg mas& 
proses-proses kelautan seperti gaya p 
htenrsi air laut dan p e r c h  gelombang; dan batas S e ~ g k a l i  jasa l b  
ke arah laut mel ipu~ perairan 

eh proses-proses d ~ a h  di darat produksi barang yang tidak memperhatikm 
kegiatan ia keklmjutanlingkungan 
dan sedbentasi Berk&b dengm garis p a n d  yang paang ,  

(Ketchurn, 1972; Dahwi, et al, 1996; Kay and Al- hdonesiajugame 
I-eras. 

atif (kebijakm), & sekiitar pantai, ke atah laut d m  ke arah d m .  Ke 

&at yang termauk 
ke arah laut rneliputi d a d  perairan laut dangkal 
paparan benua (continental shelf3 atau 2 2 d c h i  
garis pasang-sunst terendah (Dahuri, et al, 1996; 
Kay and Alder, 1999). 

Di dalam wilayah pesisir tropis, seperti Indo- 
nesia, biasanya terdapat beberapa j enis ekosistem shore). Dengan demikian kawasan pesisir secara 
pesisir seperti estuaria, hutan mangrove, padang biofisik menrpakan suatu daerah yang memil% 

u karang, pantai berpasir ( s a n e  kompleksitas yang tinggi, &l&at c h i  keragaan dan 
beaches), pantai berbattt (rocky beaches), fomasi potensi barang d m  jasa yang dapat dihasilkan, 
vegetasi bmingtonia, dan fonnasi vegetasi pes keterkaitan antar ekosistern yang ditunjukkan oleh 
carpe.  koneksitas aliran input-ou2put an* ekosistem, 

Secara biofisik, Indonesia merniliki sertaketerbuk 
sumberdaya pesisir, pantai dan pulau keeil yang Kondisi 
relatiflew banyak dan besar dibandingkan dengan kegatan-kegatan yang berlmgsung di pedalman 

. Dari 1 7.508 pdau yang dimiM (interlan4, daerah hulu (upland) dan perairan 
a beberapa saja yang dagat lepas (ofishove). 

digolongkan sebagai pulau besar. Sisanya 
merupakan pulau-pdau kecil ymg keberad a pesisir berlangsmg b 
bersama dengan pulau-pulau besar menentukaar pembangunan kaw 
keragam Indonesia sebagai suatu negara kepdauan. kegiatan perikan 
Dari 17.508 pulau, hanya 992 pulau yang perhubmgmdan 
berpenghuni, dan 5.700 pulau yang telah m e ~ l ~  di kawasan pesisir bahkan mendominasi dan 

sodo, 1997). Ada pulau-pd f o h s  pot& perikanan W- 

n m a  lokal namun secara resmi belurn d i d h k a n ,  
Indonesia merniliki garis pantai sepanjang 

81.000 km, terpanjang kedua di dunia setelah 
Kanada. Karena pantai me ekosistem yang berlebihan (overfishing) baik secara biologi, 
M.las, yang juga merniliki ke sumberdayadm e i dan sosial. Sementara itu kegiatan 
maka keberadaan pantai yang panjang ini gm dm industri yang berlangsung di 
mempakan potensi pernbangunan ekonomi yang kawasan pesisir diarahkan pada eksploitasi 

. Kekhasan ekosistem pantai sumberdaya a l m  yang dirniliki. Dengan demikim, 
danjasa yang bernilai ekonomi kegiatan atau indwtri primer mendominasi proses 

tinggi. Kegiatan ekonomi yang rnuncd di ekosistem produksi di psisir. P i n d d  primer 
117 
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terhaddlp status sosial ekonorni masyarakat yang 
mengganmgkan ekonokya pada 

kegatan hi. 

h p e k  Sosiall Ekormomi darm Budaya 
Potensi ekonomi d a l m  bentuk produksi 

pesisir, pantai dan pulau- 
meliputi: (1) sumberdaya dapat 

(renavable resources), tern& ikan, 
ka, kerang muhara, kepiting, 

la&, hutan mangrove, hewan karang, larnun, dan 
biota Iaut lainnya; (2) sumberdaya tak dapat 
diperbaharui (non-renewable resources), seperti 

ak b m i  d m  gas, bauksit, timah, bijih besi, 
mmgan, fosfor, d m  mineral lainnya; (3) energi 

seperti energi gelombang, pasang s m ,  
m a ,  dan OTEC (Ocean Thermal Energy Con- 
version); dan (4) jasa-jasa lingkungan (environ- 
mentdsewices) temasuk ternpawempat (habitat) 
yang hdah dan menyej mtuk lokasi p ~ ~ s a k  
dan rekreasi, media trmsportasi dm k o m d a s i ,  

, penampung limbah, dm kavvasan 
in 

Sejauh ini pemanfaatan surnberdaya yang 
berada & pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil ini 
masih jauh dari optimal. Hal ini terlihat dari 
sumbangan ekonomi bidang kelautan terhadap PDB 
produk Domestik Bruto) nasional yang hanya 
mencap& sekitar 12,4% (Rp 56 trilyun) pada tahm 
1997. Kontribusi tersebut berasal dari tujuh sektor 
kegiatm (ekonomi) kelautan yakni: perikanan 
(penangkapan dan budidaya), pertambangan dan 

Kawasan pesisir sarat dengan masalah- 
m d &  sosial ekonomi dan budaya yang merniliki 
implikasi terhadap pengelolaan wilayah pesisir. 

'ol yaitu bahwa kawasan 
sebagai smberdaya 

milik bersama (commonproperty resources atau 
common pool resources). Ini berarti bahwa 
swberdaya kawasan pesisir ini tidak dimiliki oleh 
siapapun danlatau dimiliki oleh setiap orang. 
akibabya yaitu pemanfaatan sumberdaya kawasan 

pesisir r n m j d  tidak bisa a o n t ~ o l  
keputusan kolektif. Kelebihan p 
ekploitasi sumberdaya tedadii bm- 
akhirnya membuat surnberd 
membedkan produktiGtas, hasil dan pendapatan 
yangrendak W d a S  diseb&denganmd 
bersma (tragedy ofthe common). 

R e j h  smberdaya mil& bersama ini tidak 

Semen- itta juga ada kawasan pesisir dm pulau 
kecil yaa 
kelompok 
daerah ini, kondisi swberdaya relatif baik, 

merata kepada masyarakat. 
BerIangmgnya giatan ekononai, 

Msional  &modern& @sir membuat 
kawasan hi makin padat huni.an. Kebutuhan &an 

g, barang dan jasa mengakibatkm kowersi, 
eksploitasi d m  ekstrahi surnberdaya d m  t e r j d  
secara tidak terkontrol. Umumnya kejadim- 
kejadian konversi surnberdaya a l m  pesisk tajadi 
& luar mekanime pasar dan &babya 
$an jasa yang tercipta tidak mengg 
sumberdaya secara benar. Kegagalan passer l l t l ~  

menentukan nilai sumberdaya alam pesisir 
mengakibatkan harga barang dan jasa yang 
diproduksi cenderung rendah (undervalue). 

erdaya pesisk menja& mmah dm 
a berlangsmg seem berlebam. 

Aspek Nnkum dan Keletmbagaan 
Aspek h u k m  dm kelernbagaan mempakan 

p a w  atau fondasi bagi kegiatan 1 

banyak. Regulasi yang a& sebahagian besar ti& 
khusus mengenai kawasan pesisir d m  pdau kecil. 
Beberapa regulasi yang berkenaan dengan 
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dengan baik. Turnpang tlndih kegiatan dalam hal 
'h terjadi. Dampak 

tebp berlmgsmg namun tidak dapat dihentjikan 
karena kelembagaan yang ada tidak me 
kapasitas untukmengatasinya Demikim pda, 
fer dm alokasi hasil pemanfaatan sumberdaya 
~ e n d e m g  tidak adil dm hanya mengmtungkan 
beberapa pilmak yang meIlliliki kekuatan sosial, 

dan politik. Kelemahan dalarn aspek 
an kelembagaan ini membuat proses 

di satu sisi serta pengkayaan di sisi lain 
tetap bedmgsung. Dengan kata lain, &bat 
dm kelembagaan yang lemah maka di 

serta disparitas status sosial ekonomi tetap 
berlsnngsung di antara masyarakat yang 
menggantungkan hidupnya pada sumberdaya 
kawaan pesisir dan pulau-pulau kecil. 

dengan koordinasi sertakerjasama ymg rendah. 

Prc~yek pesisir dam kelautan selalna 
dasawarsa terakhir 
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hgkungm l a a h p e s i k ,  (4) pengembmgan data 
dasar; (5) pngernbangm partisipmi masy 
pesisir; (6) pengatasan kerniskinan; 
pernberdayaan pemerintah daerah dalam hal 
pengelolm laut dm pesisir; (8) pengembangan 
pdagmgan jenis komditas laut dan pesisir yang 
sesuai dengan 
(9) pengembmgan mta p 
penduduk di kawasm pesisir. 

Damah proyek dan kedatan melipu~ s 
Indonesia, dengm k o n s e n ~  pada kawasm 
hdonesia serta daerah-daerah yang mengalmi 
tekanan lingkungan. Berdasarkm ekosiistem, 
sebagim besar proyemegiatan ini berada di 

pemerintahm yang m e n m g ~ ,  proyek-proyek hi 

(LSIvi) terlibat dalarn ke 

pemanfaatan seem o p t s  surnberdaya laut dan 
pesisir bagi peningkatan kemakmuran dan 
kesej 

Kendala dan permasalahan yang dapat 
mengharnbat pembangunan kelaum dm perikanan 

9 
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dan leb& khusus lagi pembanpan pesisir, p m ~  
dan pulau-pulau kecil adalah sebagai be&t. 

Kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir 
Kenrsakan fisik habitat ekosistem *lay& 

Mmsa et aE (1 996) berdasarkm pada persenwe 
ang hidup, melaporkan bahwa 

g Indonesia ymg mas& dalm 
kondisi sangat baik hmya 6,20 %, dalarn kondisi 
m a k  (41,78%), kondisi sedang (28,30 %), d m  
kon& bik (23,72%). Dari kondisi t e m b u  

u karang di kawas 
Indonesia memiliki kondisi yang lebih buruk 
&bm&gkan dengm t karang di k a m m  
tengah dan tlrnw Indones~a. 

Kerusakan terumbu karang umumnya 

peledak, bahan beracun (eyanida), dan juga 
aktivitas penambangan karang untuk bahan 
bmgunm, reklamasi pantai, kegiatan pariksata 

Nasib yang sama juga terjadi pada ekosistem 
hutan mmgrove. Selma periode 1982 - 1993 telah 
Mdpe lwhutanm 
Ha menjdi sekitar 2,5 juta Ha. P 

hampir merata terjadi di 
onesia. Penyebab dari pe 

tersebut adalah karena adanya 
kegiatm yang mengkonversi hutan 

enjadi penmaan lain seperti pembukaan 
tambak, pengembangan kawasan industri dan 
p e m ~ m m  di kawasan pesisir serta eksploitasi 
(penebangan) hutan mangrove secara besar- 

Konversi mangrove menjadi tambak sears 
esaran terjadi di Propinsi Lampung, 

Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dm SuIawesi 
a i t - ,  konversi lahan 

te jadi di kawasan padat penduduk seperti DKI 
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dm 
Bali. 
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ve dan m s h y a  sebadarm 
karang telah mengakibatkm teddinya 

erosi pantai. Erosi ini juga diperbunak oleh 
pere dan pengembangan d a y a h  yang~& 
tepat. Beberapa kegiatan yang diduga 
menyebabkan teeadinya erosi pantai mtara lain, 
pengambilan pasir untuk reklmasi pantai, 

fiereksploicaasi Surnberdaya Waya~ Laut. 
Banyak sumkrdaya d m  di wilayah pesisir 

lestarinya WSV, iMaimuniz Sust~inable field) 
(Bziz, et al, 1997), nmun  & beberapa kawasan 
(perairan), beberapa stok 
mengdarni kondisi langkap lebih (over3shing). 
Jenis stok surnberdaya h yang telah men gal^ 
overjshing &ah u b g  m p i r  mengale  eyer- 

erairan Hndonesia, kecuali h u t  
Tomini, Laut Sulawesi d m  

(nnengdarni overJishing $i 

Makasar dan laut Flores, 
Wbdia); ikan demersal (mengdarni overjshing & 
perairan Selat Malaka d m  Laut Arafuru); ikan 
pelagis kecil (mengalmi overfishing di perairan 
Selat Malaka d m  Laut Jawa); ikan pelagis besar 
(mengalmi overfishing & perairan Laut Sdawesi 
dan Samudera PasiNc). 

Kondisi overfishing ini bukan hanya 
disebabkan oleh tingkat penangkapan yang 
melampaui potensi sumberdaya perikanan, tetapi 

wilayah-wilayah perairan tertentu bukan hmya 
dilakukan oleh ada perikmm nasional, juga 
dilakukm oleh nelayan asing baik secara legal 
mupun ti& legd, di GYilayah Z E I  (Zona 
Ekonomi EksMmif Indonesia). Kon&si ini menjahlf 
permasalahan tersendiri bagi pengelolaan 

:O 
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smberdaya perikanm Indonesia. Mengingat 
kernampuan nelayan-nelaym kita rnasih smgat 
terbatas sehingga sulit melakukm ekspansi 
penangkapm pada perairan ZEEI. 

Pencemaran 
Thgkat pencemarm 

psisir dan l a m  Indonesia 
padakon&si yang sangat me 
beban pencemaran @ollutz 

dibagi atas tiga kategori, yaitu kategori dmgm 
thgkat pewemarm tinggi, tingkat penc 
sedaang, d m  tingkat pencemaran rendah 
Bank, 1994; BPS, 1994). Kawasan yang tennasuk 
dialam kategori dengm tingkat pencemaran ymg 
hggi! &ah Prophi J a w  Barat, J a m  Tmw, LlKT 
Jakarta, Jawa Tengah, Smatera Utara, Surnatera 
Selatm, Kalimantan Timur, Riau, Lmpung, dan 
Sdawesi Selatan; kawasan dengan kategori tin@ 
pencemaran sedang adalah Propinsi Kalhantara 
Barat, Kalimantm Selatan, DI Aceh, Sumatera 
Barat, Jarnbi, DI Uogjak Sulawesi Utara, Nusa 
Tenggara Barat, Bali Maluku; sedmgkan 
kawasan yang termasuk kategori tingkat 
pencemaran rendah adalah Irian Jaya, Sdawesi 
Tengah, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Nusa 
Tenggm Tmw. 

S d e r  utama pencemaran peslsir dan laum 
t e d ~  chi tiga jenis kegiatan di darat (land-baed 
pollution sources), yaitu kegiatan industri, kegiam 

tangga, dan kegiatan pertanian. Semen- 
ahan utama yang terkandung dalam buangan 

lirnbah dari ketiga sumber tersebut berupa s 
msur hara, pestisida, organisme patog 
sampah. Jika dianalisis secara mendalam, dapat 
dishpulkm bahwa kawmm-kawasan yang mas& 
da lm ketogori dengan tingkat pencemarm yang 
tinggi mempakan kawasan-kawasan pesisir yang 

t penduduk, kawasan industri dan juga 
an. 

Semen- itu, laju sedimentasi yang rnasuk ke 
perairan pesisir juga terus meningkat. Laju 
sedimentasi yang cukup tinggi terutama terjadi di 
Swatera, Kalimantan dan Jawa. Beberapa m w a  
sungai di Sumatera, Kalimantan dan Jawa mengale  
pendangkdm yang sangat besar, akibat tingginya 
Iaju sedimentasi. Sebagai contoh laju sedimentasi 
di Sungai Citandui sebesar 5 jutam3 pertahun, Sungai 
Cikonde sebesar 770.000 m3 per tahun. Setiap a m  

sekitar 1 jub m3 endapm chi kedua mga i  tersebut 
diendapkan di Segara Anakan (ECI, 1995). 

termas& perhubmgm laut dan kapal pengangkut 
minyak (oil e r n ) ,  dan kegiatan 
energi lepas pantai. 

Semmtaraitu, 
di kawasan-kawasan p 

Malaka dan Pantai Utara Jawa, telsah m e n g d ~  

K o n m  Penggunaan Ruang 

ena be lm adanya tata 

oleh segenap sektor yang berkepentingan. Menmt 
berapa kegiatan yang 

konservasi mangro ngan pembangunan 
lapangan golf dan pe an mewah (red estate), 
konflik nelayan tradisionaf. dengan nelayan trawl 
sebelum tahun 1980-an, ko&& mtara kepentjingan 
untuk konservasi dengan pdvvisata di Tarnan laut 
Kepulaum Seribu dan isu kontroversial tentang 
reklamasi di pantai Mmado yang menganeam 
ekosistem terumbu karang di perairan Teluk 
Manado. Gontoh kodik  di atas hanya merupakm 
eontoh kecil dwi konflik yang te jadi di kawasan 
pesisir dan lautm. Karena pada dasarnya hmpir 

s m  pesisir dan lautan Indonesia 
o d i k  antara berbagai kepentingm. 

Penyebab utama dari ko tersebut, adalahkarena 
tidak adanya aturm yang jelas tentang penataan 
ruang dm alokasi smberdaya yang terdapat di 
kawasan pesisir dan l a m .  
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Keterbatasan Dana biap  yang lebh tinggi &ban&* 
Salah satu kebijakan pemb ektoral dengm kegiatan sempa wtuk kegiatan di darat. 

dm program pembangunan dal - t h  Dengm adanya keterbatasan d m  pernbmgunan, 
P a VII adalah dirumuskannya 
k pembanpan ymg smgat 
terbam ditaarrbah la@ terjadinya gejolak moneter pengumpulm data oseanoggaf~ d m  penegakan 
yaog melanda perekonomim negara. Oleh karena peraturan perikanan dapat dilakukan seeara 
itu, sebaiknya memanfaatkan prakarsa untuk terk inasi sehingga te jad i  penghernatan 
meqerbaiki progrm-program sektoral yang 

Keterbatasan dana pembangunan ini 
menyebabkan prasarana dan sarana untuk 
masyarakat pesisir mas& 

d m  sarana transportmi yang menghubmgkan 

e k o n o ~  biaya tinggi (high cost economy). 
Dalarn banyak kasus, pendekatan yang rnenghamb 

dilakukan oleh pengelola sektoral tidak pern 
mempromosikan penggmaan sumberdaya secara ole h 
efisien. Penekanan sektoral yang hanya peme 
memperhatikan keuntungan/kepentingan sektoral dalam pembangunm ini akan menghasilkan 
menyebabh sektor ini mengabaikm &bat yang smbmgm psitifdalarn bentuk modal kembaii dm 
t h b d  di sektor lain. Kemgian potensial dalarn manfaat bers&yangpositif. Berbag~pil 
produktivia ekonomi jarang sekali dikaji secara yang efektif(cost efective) 
teliti. Sebagai contoh, rekayasa wilayah pesisir seperti rasiondisasi prasarana dm sarana yang ada 
(coastal engineering) yang tidak sesuai danderegulasiaktivitasperkapdm. 
mennyebabkan kenaikan biaya pengenrkm s e j d a h  
pelabuhan, juga mengganggu alur pelayaran d m  Rendahnya K~lalitas SDM 
mengakibatkan kapal dapat karam karena Setelah Pelita IV d m  V, isu keterbatasm 
berubahnya pola hidro-oseanografi perairan sumberdaya manusia mengalam 
tersebut. Contoh kedua adalah kekurangan air pergeseran atauperubahan. Isuketerb 
bersih terjadi di kawasan campur perikanan di/pakx-pakar kelautan ymg menjadi isuutama 
budidaya dm pertanian, sehingga menggmggu ddam Pelitan/' dm V telah r n e n g d h  penrbabm 
kelangsmgm proyek yang sedang berjalan. setelah dimplementasikannya p r o g r m - p r o p  

Peluang untukperbaikanproduktivi~ tidak pengembangan tenaga ahli kelautan baik di ddm 
selalu dapat dipenuhi dengan pendekatan d m  di lux  negeri selama dua masa Pelita. Oleh 
mmajemen. Hal ini tampak bahwa identifikasi karena itu isu tentang kwrmgnya pakdenaga d-di 
tempat yang cocok untuk kehutanan pantai dan kelautm @wusnyadalm ilmu-ilmu 
perikman budidaya dapat diperbaiki jika data bergeser menjadi isu barn tentan 
evaluasi rdaya lahan clan air untuk mengintegrasikan antar disiplin ilmu, 
ganda telah tersedia. memberdayakm dm mendistribusikan para pakar 

Kurang koordinasi dan kerjasama antar ini baik dalam berbagai bidangtsektor d m  juga ke 
=&oral menyebabkm terjadinya upaya-upaya yang daerah-daerah di wilayah pesisir. Saat ini terj adi 
sama dan turnpang-tindih, misalnya dalam hal kesenjangan dimma para pakar d m  ahli kelautan 
pengumpulan data dan penerapan peraturan. (ahli eksplorasi, i l m  kelautan, pengelolaan, 
Masalah ini cukup berat, terutama karena teknologi kelautan d m  sosial ekonomi) telah 
pengumpulan data dan penerapan peraturan rnemadai narnun tenaga pengimbang yang berada 
terhadap kegiatan-kegiatan yang berbasis di laut pada lapisan tengah d m  bawah belum mampu 



Stmtegi den program ....... ($79 - 130) 

Grangnya koordbmi dsan ke jasama 
antar pelaku pernbangunan (stakeholder) 

yang telah rnmpu diciptakan oleh para pakar 
menjd koordinasi dan kerjasama antar pelaku 

samping pengembangan tenaga ahli dara pemban sekaligus pngelola dji kawasm 
tenaga t e b s ,  pengembangan masyarakat pesisk tersebu aik pemerintah, swasta dan 
=bag& subyek dan obyek dari pe juga masyarakat. K m g y a  koordinasi antar pel& 

tu pengelola terlihat dalam berbagai kegiatan 
segi pembjinaan pembmgunm di kawasan pesisir yang dil 

seem sektoral oleh masing-masing pfiak. 
adanya koordinasi mtara pel& pengelolaan ini, 

mengakibatkan pemindahanlpengungsian selain &akibatkan olehsifatkeegom setiappelaku 
masyarakat lokal dari lokasi-lokasi strategis. pengelolaan juga karena tidak adanya sistem atau 
Kegiatan seperti ini dapat rnengakibatkan lembagayangmampumengkoordhasikansetiap 

pesisia; katena keg- pengelofm apsisk. Bebrapa 
tempat yang contoh dapat dilihat seperti tejadi ben tma 

sulit untuk dimanfaatkan. 
Sejumlah faktor yang rnedadi 

ilrnu kelautan dan 
tidak adanya program yang khusus tentang 
pengelolm virilayah pantai; kurmgnya persiapan mengkoor 

p y a  koordinasi di antara lembaga-lembaga yaitu: (1) terbentuknya h 

dm kursus-kursus diarahkan untuk pembangm antar pihak-pihak pengelola surnberdaya kelautan 
yang berbasis di darat. d m  lembaga-lembaga yang terkait. 

Ketidakseimbangan juga tejadi dalam 
distnibusi surnberdaya manusia dengan pernusatan Lernah enegakan Nukrrm 
tenaga termpil di Pulau Jawa. Kekmangan tenaga pengelolaan smberdaya  laya ah 
termpil, khuswsnya di luar Jawa besakibat pada pesisir meliputi sernua peraturan perundang- 
kesulim untuk desentralisasi perencanam dan undangan yang dikeluarkan secaka resmi oleh 
pengelolaan pembangunan di tingkat daerah. lembaga-lembaga pernerint& untuk mengatur 
Keterbatasm sumberdaya masyarakat pesisir juga hubungan antara manusia dengm surnberdaya 
meliputi kurangnya mutu perm serta wanita dalam wilayah pesisir dan l a m .  Dari sudut hirarkinya, 
pembmgunan masyarakat pesisir. 

Sumberdaya pesisir rnemiliki produktivitas 
yang tinggi dan dapat diharapkan berperan penhg pel 

nasional peraturan pelaksanaan tidak boleh bertentangan 
penduduk M o -  dengan peratum pemdang-undangm yang lebih 

nesia. Namun beberapa lmgkah harus diambil mtuk tinggi. Dengan demikim, semua pernasalahan 
masalah tersebut di atas, jikapotensi dam seperti benturan kepentinffm antara lernbaga 

unanfaatkan sebaik-baiknya. diselesaikan dengan mengacu kepada peraman 
123 
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Kernkban Masyarakat Pesisir 
Nkgga saat ini sebagim besar masymakat 

dililit kerniskinan. Berbagai fenomem 
lin&mgan pesisir dan Iaut b 

disebabkan oleh indusnialisasi, tetapi juga seringkd 
diakibatkan oleh penduduk miskin yang kaena 

a Cketiadaan alternatif mata pencaharian) 
engeksploitasi sumberdaya pesisir yang 

s e e m  ekologis rentan (seperti t 
daerah asuhan dan pemij ahm ik 
cara-cara yang tidak r m a h  lingkungan seperti 
penggunaan bahan peledak dan racun untuk 
memgkap ikan. 

Salah satu penyebab dari kemiskinan 
masyarakat pesisir adalah karena tidak ad- 
konsep dan program pengembangan myarakat 
pesisir sebagai subyek dan obyek 

psisk Hd ini disebabkan oleh 
baik dari segi pembinaan keterampilm maupun 
pendanaan dari kalangan investor terhadap 

lokal, d m  seringkali mengakibatkan 
atau pengungsim masyarakat lokal dari 

lokasi-lokasi strategis. Kegiatan seperti ini dapat 
mengakibatkan peningkatan kemi 
pesisir, karena mereka harus pindah ke tempat- 
tempat yang semakin sulit untuk dirnanfaatkan. 

TANTmGtPN DAN PELkTANG 
Sementara itu, beberapa tantangan ymg secara 

lmgsmg maupm tidak langsung dihadapi dalam 
melaksanakan pembangunan kelautan dan 

utamanya pembangunm pesisir, pantai 
dan pdau-pulau kecil adalah sebagai berikut: 
(1) Smberdaya dana dan anggaran pemerintah 

ymg terbatas yang pada akhirnya membuat 
12 

produksi yang bersih, ti 

identih asli ekosiseem dan spesies. 
(3) Permintam global akm komoditas yang 

Serikat, negara-negara Eropa, d m  Jepang. 
(4) Kompetisi hternasional yang semakin ketat 

yang ditandai dengm mun~utnya blok-blok 
perdagmgm. Di satu sisi, perbangan intra-blok 
atau antar negxa yang berada d a l a  satu blok 
cendemg relatif mudah. Namun di sisi lain 
perdagangan antar blok atau antar neg 
berbeda blok akan sem* sulit karena 
rintangan-rintangan dagang baik yang bersifat 
ekonomi m a p  non-ekononzi. 

(5) Kebutukan pangan di d a l m  negeri yang 

baiknya k e s a d w  akan 
pangm yang bemal dari, 

laut &an semakin tinggi h e n a  %id& e h p n y a  
produksi pangan dmi pertanian dm pet 

(6) Pembm 
menmtut redokasi fungsi, perm dan hil-basil 
pembangunm. Pelaksanaan otonomi daerah 
memiliki intlplikasi kebijakan yang sangat serius 
terhadap pernbmgunan perr'kanan psisir, pantai 
dm pulau-pulau keeil. 

VISH DAN MIS1 
Visi Pembangaanan Ketautan 

Bertitik tolak dari potensi, kendala dan 
pernasalahan, d m  tujum p e r n b a n ~ a n  kelautan 
yang diuraikan atas, maka visi pembangunan 
kelautan di Indonesia dapat di 
berikut: Mlayah pesisir dan laut beserta segenap 
sum berdaya alam dun jasa-jasa lingkuy~gan yang 
terkandung di dalamnya, merupakan sumber 
penghidupan dan sumber pembangunan yang 
harus dimanfaatkan secara berkelanjutan, guna 
meningkatkan kemakmuran rakyat menuju 

'4 
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tenuujudnya bangsa Indonesia yang sejahtera, 
m@u dm mandiri. 

Paradigma pembangunm kelautan nasional, 
yang mencakup visi, misi, kebij &an, dan progrm 
strategis, disusun berdasarkan pada ernpat 
p e ~ m b a n g m  dasar: (1) tujum pembanpan  
kelautan nasional, (2) potensi pembangunm yang (6) 
Eta m I l ~ ,  (3) kendala d m  pennasal 
lhgkungan strategis yang mempen 
pembangcanan kelaum nasional. 

Sehjutnya, untuk &pat m 
misi pernbangunan kelautan ter 

secara optimal, efisien, antara 3 sampai 3 persen per tabu. Semen- 
dsen berkelanjutan. Dengan perkataan I& bahwa di hdonesi 

swberdaya) keltautan pada setiap kawasan 
gunan harus disesuaikm dengan daya (7) 

g lingkungm kawasan dm secara 
pendudrrk pesisk ymg lebih berodentasi kepada 

yang budaya prnbmbmm berkelmjutan (sustain- 
able development), dan peningkatm akses 
masyarakat pesisir terhadap pemoddan, pasar, 
teknologi dan rnmaj 

ekonomi-budaya, dan restocking j enis aset ekonomi produktif l 
smberdaya ikan laut ekonomis penting yang ini, penyedim modal bagi u s h k e ~ i l  dan 
sudah mengalami over$shing atau gejala menengah di bidang kelautan 

di kawasan-kawasm laut yang secara diwahakan melalui gola 
enzungkinkan (feasible). benar saling menmmgkan dan adil, moM 

(3)Pengembangan dan penguatan jaringm serta daya ventura, dm hibah dari donor asing. 
tembus pemasaran produk serta jasa kelautan (8)Perlu ada sistem dan mekanisrne 
Indonesia baik untuk pasar dalam aupun kelembagaan 
m m a  negara. Strategi ini hams oleh kprahpemb 
prasarma transportasi dan komunikasi yang t e m j  
ma& serta kemmpuan memproduks 
danjasa kelautan ymg memenuhi stanch secara adil dm merata serta 1esta-i. D d m  
htenasional, seperti IS0 9000, IS0 14000, dm konteks ini temasukpeneg 
IIACCP. melalui peningkatan 

(4)Pengembmgan dm penguatan sistem informasi pemberantasm praktek 
kelautan ymg meliputi distribusi potensi dm kelautan. 
hgkat pemanfaatan sumberda) s kelautan serta Selmjutnya, bemjjak dari visi dan rnisi (tugas) 
potensi pasar dalam dm luar negeri secara spasial utama Departemen ini d m  pengkajim dari misi 
maupun temporal. departemen atau kementedan 1 

(5)Penerapan IPTEK dm manajemen profesional Persatuan Nasional RI yang terkait dengan 
pa& setiap mata rantai usaha bidang kelautan, Departernen ini, maka di dalam kerangka 
sehingga segenap produk dm jasa kelautan mewjudkan good governance (akmtabilitas, 
Indonesia mampu menghas parmi, demokrasi, dan lain-lain), Departemen 
berdaya saing tinggi. Peng lorasi laut dm Peri akan menerapkan 5 
penerapan IPTEK serta menajemen profesional (lima) pedoman pelaksmm kebdakan bedcut: 

125 
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(1) Kebijdkan pembmgunan kelautan h m s  
bersifat '"constraint-based development", 
dengan pengertian bahwa setiap kegiatan 

di dayah  pesisir, pulau-pdau kecil, 
memenuhi segenap kriteria 

rkelanjutan (surstainable devel- 
seem ekononzi efisien d m  opti- 

omicalIy sound), seeara sosid-budaya 
an dan &pat diterirna (socio-cultmalIy 

accepted and just), secara ekologis tidak 
melatnpaui daya g lingkungan (environ- 
mental friendlyl, dan secara politis dapat 

bem~entasi kepada kepentingan umm, b 
kepentingan perorangan atau golongan, apalagi 

mbangunan kelautan 

p=mban,oyunan kelautan 

d e w  kban utang negara (debt burden) yang telah 
as psikologis. Oleh karena itu, 
keuangan Departemen hi, selaindari 

mggaran negara, &an diusahakm semaksimal 
rnungkin chi: (1) iuran para pengguna sumberdaya 
dm jasa-jasa lingkungan kelautan (user fee), (2) 

negara dm lembaga 
aha antm pengusaha 

besar dan pengusaha kecil, dan (4) jika terpaksa 
dari pinjaman yang sangat lunak untuk kegiatan 
pembangunan kelautan yang sifatnya dapat 
meningkatkan kernandinan dan produktivitas. 

Vhi dam Misi Pembangunan 
Besbir, Pantai dan Pulau-Pulau Keejil 

Visi yang divJujudkan da lm tujuan mum 
pembmgunan kawasan pesisir, pantai dm pulau- 
pulau kecil adalah mencegah munculnya konfEik 
pemanfaatan, menjamin ke berlanjutan 
pemanfaatan, serta optimalisasi pemanfaatan 
ruang dan sumberdaya untuk peningkatan 
kesejahtaraan masyarakat dan sebagai sumber 
pertumbuhan ekonomi nasional. 

KEBIJ DAN STRATEGl 
Berdasarkan visi dan misi, dimmuskan 

berdasarkan kompatabilitas ekosistem dan 

pesisk, p t a i  dan pulau-pdau kw& 

dalm negeri yang berbasis 

pdau-pdau keca untuk mengembm* 
pengelolaan rdaya dam 
berkelan,lutan, efisien dan berkeadilan. 

(5)Memperkaya dan m e ~ & & m  mutu 
smberdaya dam melalG upaya-upaya d i g m i  
bencana, pengkayaarm sto 

rehabilitasi hgkungan dan sumkrdaya yang 
rusak. 

manusia seem efisien dan efeHf. 
(2)Mengembangkm kerjiasma dengan LSM, 

swasta dm lembaga donor dalm dan luar negeri 
(intemasional) temtama dalam mel 

au kegiatan yang hasi 
ddam jangka panjmg. 

memiliki visi dan misi dalm aspek kelautan d m  
perikman. 

(4)Mengembangkan kerj mama vertikal dengan 
pernerintah Prophi dan II terutama dalm 

kapasitas daerah dalm 

(5) 
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(QMengembangkan sistem kontrol 
"sharing of infrmation " di 
staf, serta kontrol ekstemal yaitu di mtaraDden 
P3K dengan pers dan rnasyarakat. 

Program Lima Tahun (2000 - 200q 
2000-2004 rnencakup l b a  

(1)Progrm u tma pengembangan dm p 
kebij&an u rn  @ubEicpolicy) yang 
dengan pengelolaan d m  pemanfaatan pesisir, 

au keeil secara berkelmjm. 
berdayaan sosial ekono& 

dan pengernbmgan 

(4)Program u t m a  rehabilitasi kemsakan dan 
pgkayaan lingkungm dm 

a mitigasi bencana alam. 
utama pengendalian pencernarm 

temtama yang berasd dari daratan (land-base4. 
Pada periode tahun 2000- 2004, kelirna pro- 

gram utama ini diwjudkan dalam program, yang 
pada Tabel 1. Program tersebut addah: 

(1)Program utarna pengembangan dan 
perurnusan kebijakan umum (gublr'cpolicy) 
yarng berkaitan dengan pengelolaan daan 
pemanfaatan pesisir, pantai dan pulau-pulau 
keeil seeara berkelanjutan, 

sumberdaya darn yang 
terdapat di kawasan pesisir, pantai dm pulau-pulau 
kecil. Output program ini adalah peraturan 

an yang &pat diimplementasikan secara 
gan penyesuaian menwut kondisi lokal 

spesifik. Permusan kebijakan dilakukan dengan 
memperhatikan kepentingan dan aspirasi stake- 
holder, kondisi objektif sumberdaya, serta faktor- 
faktor ekstemai pembangunan yang secara langsung 
dm tidak langsung rnempeng pemanfaatan dm 
pengeloh  sumberdaya. 

(2)Program utama pemberdayaan sosial 
ekonsni masyarakat. 

Sebagian besar penduduk pesisir dan pulau- 
pulau kecil masih tergolong penduduk miskin. 

12 

pemberdayaan sosial eko 
arn mgka pngatasan kernis 

mencakup berbagcri. asgek kehidupm dm kegatan 
ekonorni penduduk. Sebab itu pendekatan 
pengamm k e ~ s k i n m  h a s  bersifat holistik. 

perlibatan Marn kegiatan 
tomb& dari pendekam 

holistik itu. Sebab itu rnaka akses d m  pelibatan 

- Pengnnbangm teknologi penangkapan &an dan 
budidaya spesif& l o h i .  

gan sistem pengolahan hasil, 
nilai taanbah, dan pem 
tern upah dan bagi basil, dengan 

rnempe~bangkan ristik lokal. 
Pemberim akses d guna pemanfaatan 
sumberdaya kepada penduduk lokal 
Pengembangan ekonomi al 
tanggad 
Pengembangan kelernbagaan sosid masyarakat 
sebagai upayamenin&katkan pdsipasi e k o n o ~ .  
Peningkatan pafiisipasi wanita, rernaja dan 

nomi. 
dan m a  

penduduk lokal dengan perusaha  nasiond / 
intemasiod. 
lnventarisasi pulau-pulau kecil, gugusm pulau- 
pulau yang d ing  terkait, dan vvilayah psisir ymg 
memiliki nilai-nilai geostrategis, di tingkat 
intemasional, regional, nasional dan daerah. 

- Inventarisasi potensi hutan pesisir dan pantai. 
Inventarisasi dan 
ikan dan non-ikan & 
diMm yurisdiksi pulau kecil. 
Inventarisasi dan evaluasi potensi b 
pada ekosistern t u karang, padang l m ,  

i dm evduasi potensi tambak 
Penentuan daya g ekosistem serta potensi 
Iestari komoditas. 

7 



Tabel I. Proyek Pesisls dan Kelautan di Indonesia, 1987 -1 999 

Coral Reef Rehabilitation and .Management Project 

BAPEDAL Regional Nebork Development Project. 
- Sulawesi Mangrove Management and Rehabilitation Project 

Segara Anakan Project 

- Regional Seas Program - Coordinating Body on the Seas 
of East Asia (COBSEA). 
Conference of Parties !I on the Convention Biological Diver- 
sity (Jakarta - Novermber 1995). 

I ] . Cendrawasih Bay Coastal Area Development Project 

World Bank 

Marine Pollution, Monitoring and Training Program 
Riau Zone Land Use Management Project 
Reforeshtion in Critical Watersheds 
Watershed Rehabilitation in Nusa Tenggara Tirnur Project. 
Research and Application to Mangrove Ecosystems 
GEFIUNDPIIMO Regional Program for the Prevention and 
Management of Marine Pollution in the East Asian Seas. 

Environmental Management Technical Assistance Project 
BAPEDAL Development Project 
Coral Reef Rehabilitation and Management Project 
(CORENIAP) 

ASEAN-US Cooperative Coastal Resources Management 
Project (60-funded by ASEAN). 
Natural Resources Management Project (NRMP) (Bunaken 
National Marine Park) 

/ USA Columbia University- lndonesia Project on Marine Tracers 

Environmental Management Development in Indonesia 
Project (EMDI). 
Collaborative Environmental Project in Indonesia (CEPI) 
ASEAN - Canada Cooperative Program on Madne Science 
ASEAN -Canada Marine Pollution Criteria 

Noway Agency for Development Integrated Marine and Coastal Biodiversity Management 
Project 

ASEAN-Australia Living Coastal Resources Program 
ASEAN-Australia Regional Ocean Dynamics 
ASEAN-Australia Coastal Resources Management Project. 
ASEAN-Australia Economic Cooperation Program 

Coastal Resources Inventory Project 
Urban Drainage and Waste Water Disposal 



Tabel 1. Lanjutan ..... 

Japan-Overseas Economic 
Goopemaon Fund (OECF) 

Japan 

Republic of South Korea 

Asian Wetland Bureau 

The Nature Consewancy 
W )  

- Environmental Study Center Developnet (PSLs) 

ASEAN-Japan Management of Mula-species and Multi-gear Fisheries 
Project. 
Japan -Indonesia JAMSTEG Project in lndonesia Through Flows 

ASEAN-ROK industrial Use of Marine Biological Resources 

international Coral Reef initiative (lCRI) 

Strategy on Comi Reef Ecosystem Conservation and Management ( ~ t h  
MLH and EMDI) 

Bintuni Bay & Pulau Dolok Reserves, Wasur National Park (Irian Jaya) 

Komodo National Park (Marine Component) 

Penyebarluasm nilai potensi barang d m  jasa setiap daerah. Dengm admya pedoman yang 
dimaksud diharapkan bahwa mmalah-masalah 

hjasamelaz~ pemanfaatm 
kodik kepentingan 

dan salah penggunaan dapat dikurmgi, dan hasil 

nonkonve~~~ional 
Pengembangmhgsipesisirdanpulau-pulau ruang pesisir d m  pulau-pulau kecil. Data yang 
bagi kegiatan pendidikan, pengembangan diperlukan addah ymg berkaitm dengan aspek- 
pengetahuan, dan fiagsi sosial budaya aspek biologi, teknologi, ekologi, sosid-brrdaya, 
Pernbentukan gugusan kepulauan berdasarkm ek , kelembagaan, dan hukum serta 
keterkaitan d m  keterpaduan sosial-budaya, p emdang-mdangan. 
ekonomi dan geo@s. Pengumpulm dan sintesis pendapat pihakterkait 
Pengmbangm ekonomi 
sebagai suatu kekuatan pasar. 
Pengembangan sistem pengelolaan mmajemen - 
sumberdaya aim berdasarkan kesatuan gugusan 
kepulauan ang pesisir, pantai dm 

pdau-pdau kecil. 
(3)Program utama penyusunan dan Pemusan draftpedornan. 

pengembangan tata ruang pesislir dan laut P kqadast~k;ehol&r dan 
Tujuan program utama ini adalah memperoleh masyarakat lokal sebagai umpan balik untuk 

pedoman pengembangan tata ruang secara nasional perurnusan pedoman pad 
yang merupakan dasar bagi pemusm pengelolaan . Perurnusan pedornm draft 
di hgkat daerah yang sesuai dengm kondisi objektif . Sosialisasi 
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Pelatihan untuk Pelatih, Pengelolaan W W h  Pesisir Temsdu 

(4) Program utama rehabstasi kernsabra 
dam pengkayaan hgkurmgan dan 
surnberdaya 

Banyak di mtara ekosistem pesisir dan pulau- 
pulau kecil yang telah mengalmi kenrsakan dan 
degradasi mutu &bat penggunaan yang salah, 
penerapan t e b l o g i  yang memak, pemanfaatan 

polusi, dan pengotoran sampah. B3a haI 
irai dibiarkan maka kemunduran ekosistem dan 
surnberdaya yang dikandungnya akan terns 
berlmgsmg yang pada a &an mematikm 
ekosistem serta berhentinya produksi barang dan 
jasa yang dikandungnya Untuk iha maka kegiatm 
pernyelmatan dm pengkayam ekosistem perlu 
dilakukan. Penyelmatan ekosistern rnenc&p 
konservasi dan rehabilitasi. Pengkayaan ekosistem 
meneakup penebaran benih (restocking), 

(5) Program utamsa mi~grpsii bermesana alarn 
Tujuan progrm ini adalah rnenetralkm, 

rnengmgi  d m  mengmtisipasi damp& benem 
dam yang terjadi di ka&asan pesisir,  pan^ dan 
pdau-pdau ked.  Kegatan 

beneana 
Penmggulangan &bat benema yang kQadi di 
kawasan pesisir, panhi dan prnlau keeil. 
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Rehabilitasi kawasm-kawasm yang secara 
biologi. dan ekonorni memiliki nilai kepentlngm 
yaraghM. 
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